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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan taktik 
bumi hangus oleh Junta Militer Myanmar terhadap Suku Rohingya di Rakhine 
dalam kurun waktu September 2016-2017, dan akibat hukum dari penggunaan 
taktik tersebut berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian hukum ini 
termasuk dalam penelitian hukum normative bersifat preskriptif. Bahan hukum 
penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 
tersebut dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan dokumen, yang 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode 
penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan taktik bumi 
hangus yang digunakan oleh Junta Militer Myanmar terhadap Suku Rohingya di 
Rakhine, merupakan suatu tindakan yang melanggar Hukum Humaniter 
Internasional. Pelanggaran pertama adalah bahwa Hukum Humaniter 
Internasional melarang penggunaan taktik bumi hangus saat konflik terjadi. 
Pelanggaran kedua adalah bahwa sasaran yang diserang oleh Junta Militer 
Myanmar merupakan penduduk sipil. Pelanggaran ketiga adalah bahwa dibalik 
tindakan taktik bumi hangus tersebut, ada indikasi kuat bahwa Junta Militer 
Myanmar juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Suku 
Rohingnya, dugaan melakukan pengusiran atau deportasi paksa, pembunuhan 
secara sistematis, pemerkosaan atau penghamilan paksa telah dilakukan oleh Junta 
Militer Myanmar. Sehingga Myanmar melanggar dua ketentuan Hukum 
Humaniter Internasional, yaitu Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 dan 
Statuta Roma 1998, yang berakibat hukum Myanmar harus diadili oleh 
Mahkamah Pidana Internasional. 
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This research aims to understand and to analyze the using of scorcth earth 
policy by Military Junta of Myanmar against Rohingya ethnics in Rakhine within 
period of time starting from September 2016 to 2017, and the consequences 
regarding International Humanitarian Law. This research uses normative 
prescriptive method, and primary and secondary legal resources. Those sources 
are gathered by literature and documents study, which are then analyzed by using 
deduction technic based on deduktif logical method. The result shows that the 
using of scorch earth tactic by Military Junta of Myanmar against Rohingya 
Ethnics in Rakhine, is an act of war that violates International Humanitarian 
Law. The first violation was that International Humanitarian Law through 
Geneva Convention 1949, Additional Protocol I Geneva Convention 1977, 
prohibits the using of scorch earth tactic during the conflict, which are conducted 
by Myanmar. The second violation was that the targets attacked by the Military 
Junta of Myanmar was civilian population. The third violation was that along 
with the scorched earth tactic, there is strong indications that Military Junta of 
Myanmar also committed crimes against humanity against the Rohingnya ethnics, 
such as alleged forced evictions or deportations, systematic killings, rape or 
forced pregnancy. Thus, Military Junta of Myanmar have violated two provisions 
of International Humanitarian Law, namely Additional Protocol I Geneva 
Convention 1977 and The 1998 Rome Statute, which creates a legal consequences 
where Myanmar must be brought to International Criminal Court’s trial. 
Keywords: International Humanitarian Law, Scorched Earth Policy, 
Additional Protocol of Geneva Convention 1977, The 1998 Rome Statute, 
Crimes Against Humanity 
